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WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PAREPARE

NOMOR 21 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 43
TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2020

Menimbang :a.

Mengingat: 1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAREPARE,

bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden
Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Presiden Nomor 54
Tahun 2020 tentang Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan
Menteri  Keuangan  Nomor 76/PMK.07/2020 tentang
Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun
Anggaran 2020, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap
Peraturan Walikota Parepare Nomor 43 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Parepare Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Parepare
Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Walikota Parepare Nomor 43 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Parepare Tahun Anggaran 2020;

.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 43
Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang .................
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11.

12.

13.

14.

15.
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tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614):

. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Pimpinan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan
Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2020 (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang
Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
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Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di
Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang
Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi
Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam
Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07 /2020 tentang
Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 678);

19. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177 /KMK.07/2020
tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19), serta Pengamanan Daya Beli
Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

20. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 13);

21. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2020 Nomor 19);

22. Peraturan Walikota Parepare Nomor 73 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2016
Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Walikota Parepare Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 73 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2018
Nomor 25);

23. Peraturan Walikota Parepare Nomor 43 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Parepare Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Parepare
Tahun 2019 Nomor 43) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Walikota Parepare Nomor 15 Tahun
2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota
Parepare Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran
2020 (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2020 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 43 TAHUN 2019
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
(Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2019 Nomor 43) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Parepare Nomor 15
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Parepare
Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Parepare Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2020
Nomor 15), diubah sebagai berikut ;

1.Ketentuan .................
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1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 2

(1) APBD Tahun Anggaran 2020 terdiri dari :
A. Pendapatan
1. pendapatan asli daerah

a. semula Rp165.912.950.480,00
b. berkurang Rp(26.763.951.962,00)
jumlah pendapatan asli daerah setelah Rp139.148.998.518,00
perubahan

2. dana perimbangan
a. semula Rp623.353.553.000,00
b. berkurang Rp(65.901.392.000,00)
jumlah dana perimbangan setelah Rp557.452.161.000,00
perubahan

3. lain-lain pendapatan yang sah
a. semula Rp111.696.843.568,00
b. berkurang Rp(18.649.334.569,00)

jumlah lain-lain pendapatan yang sah Rp93.047.508.999,00
setelah perubahan
jumlah Pendapatan Rp789.648.668.517,00

B. Belanja Tidak Langsung
1. belanja pegawai

a. semula Rp.330.543.626.177,00
b. berkurang Rp(1.265.517.000,00)
jumlah belanja pegawai setelah Rp329.278.109.177,00
perubahan

2. belanja bunga
a. semula Rp2.500.000.000,00
b. bertambah /berkurang Rp 0,00
jumlah belanja bunga setelah Rp2.500.000.000,00
perubahan

3. belanja subsidi
a. semula Rp 0,00
b. bertambah /berkurang Rp 0,00
jumlah belanja subsidi setelah Rp. 0,00
perubahan

4. belanja hibah
a. semula Rp14.391.400.000,00
b. berkurang Rp(6.298.100.000,00)
jumlah belanja hibah setelah Rp8.093.300.000,00
perubahan

5. belanja bantuan sosial
a. semula Rp4.852.500.000,00
b. berkurang Rp(500.000.000,00)
jumlah belanja bantuan sosial setelah Rp4.352.500.000,00
perubahan

6. belanja bagi hasil
a. semula Rp 0,00
b. bertambah /berkurang Rp 0,00
jumlah belanja bagi hasil setelah Rp 0,00
perubahan

7. belanja bantuan keuangan
a. semula Rp879.130.904,00
b. bertambah /berkurang Rp 0,00

jumlah belanja bantuan keuangan Rp879.130.904,00
setelah perubahan

8.belanja .................



8. belanja tidak terduga

a. semula Rp1.000.000.000,00
b. bertambah Rp9.700.000.000,00
jumlah belanja tidak terduga setelah Rp10.700.000.000,00
perubahan

C. Belanja Langsung
1. belanja pegawai

a. semula Rp27.134.717.700,00
b. berkurang Rp(814.370.000,00)
jumlah belanja pegawai setelah Rp26.320.347.700,00
perubahan
2. belanja barang dan jasa
a. semula Rp368.584.526.552,00
b. berkurang Rp(54.372.175.781,00)
jumlah belanja barang dan jasa setelah Rp314.212.350.771,00
perubahan
3. belanja modal
a. semula Rp163.061.445.715,00
b. berkurang Rp(57.764.515.750,00)
jumlah belanja bantuan sosial setelah Rp105.296.929.965,00
perubahan
jumlah belanja Rp&801.632.668.517,00
surplus/(Devisit) setelah Perubahan Rp(11.984.000.000,00)

D. Pembiayaan
1. Penerimaan
a. semula Rp20.000.000.000,00
b. berkurang Rp 0,00
jumlah penerimaan setelah perubahan Rp20.000.000.000,00
2. Pengeluaran
a. semula Rp8.016.000.000,00
b. berkurang Rp 0,00
jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp8.016.000.000,00
jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp11.984.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan Rp 0,00

(2) Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan pengurangan Pendapatan Daerah pada pos Dana Alokasi
Khusus, pergeseran anggaran dari jenis belanja langsung ke belanja
tidak langsung serta pergeseran anggaran antar objek belanja.

(3) Dalam hal Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 tidak dilaksanakan,
maka Perubahan Penjabaran APBD diakomodir dalam LRA.

Diantara Pasal 3B dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3C,

sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3C

(1) Perubahan Penjabaran APBD dilakukan karena adanya Perubahan
Postur dan Rincian APBD yang menyebabkan harus dilakukan
pergeseran

(2) Rekapitulasi Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(3) Rincian Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota

Parepare.




Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 10 Juli 2020

WALIKOTA PAREPARE,

ttd
TAUFAN PAWE
Diundangkan di Parepare
pada tanggal 10 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,
ttd
IWAN ASAAD

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2020 NOMOR 21



LAMPIRAN VII PERATURAN WALIKOTA PAREPARE

NOMOR
TANGGAL

21 TAHUN 2020
10 JULI 2020

PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE

RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020

Nomor Ureian Jumlah (Rp.) Bertambah (Berkurang)
Urut Anggaran Pokok Anggaran Perubahan (Rp.) %
1 2 3 4 5=4-3 6=5:3

4 PENDAPATAN 900.963.347.048,00 789.648.668.517,00 (111.314.678.531,00) (12,36)

4,1 Pendapatan Asli Daerah 165.912.950.480,00 139.148.998.518,00 (26.763.951.962,00)| (16,13)

4.1.1 |Pajak Daerah 40.242.500.000,00 30.623.666.000,00 (9.618.834.000,00)| (23,90)

4.1.2 |Retribusi Daerah 8.972.510.065,00 6.853.960.000,00 (2.118.550.065,00)| (23,61)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

4.1.3 |dipisahkan 7.694.535.351,00 7.694.535.351,00 ' \

§14  |ainsdath Pentapaban Adi Daevh yeangsah | [09008405.064.00) SS870R07. 167001~ (15.006,567.897,001| - (8;79)

4,2 Dana Perimbangan 623.353.553.000,00 557.452.161.000,00 (65.901.392.000,00)| (10,57)
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan

4.2.1 [Pajak 15.937.202.000,00 17.448.064.000,00 1.510.862.000,00 9,48

4.2.2 |Dana Alokasi Umum 486.224.602.000,00 439.708.311.000,00 (46.516.291.000,00) (9,57)

4.2.3 |Dana Alokasi Khusus 121.191.749.000,00 100.295.786.000,00 (20.895.963.000,00) -

4,3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah 111.696.843.568,00 93.047.508.999,00 (18.649.334.569,00) (16,70)

4.3.1 |Pendapatan Hibah 27.237.840.000,00 27.237.840.000,00 = -
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan

4.3.3 |Pemerintah Daerah Lainnya 76.577.853.568,00 57.428.518.999,00 (19.149.334.569,00) (25,01

4.3.4. Dana Penyesuaian ...................
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4.3.4

4.3.5

5.1.8

5,2

5:2.1
5.2.2
5.2.3

6,1

6.1.1
6.1.4
6.1.5

6,2

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
Pemerintah Daerah Lainnya

Jumlah Pendapatan
BELANJA DAERAH

Belanja Tidak Langsung

Belanja Pegawai

Belanja Bunga

Belanja Subsidi

Belanja Hibah

Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Keuagan Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah
Desa dan Partai Politik

Belanja Tidak Terduga

Belanja Langsung
Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

Jumlah Belanja
Surplus / (Defisit)
PEMBIAYAAN DAERAH
Penerimaan Pembiayaan
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Ang
Penerimaan Pinjaman Daerah

penerimaan kembali pinjaman daerah
Jumlah Penerimaan Pem

| Pengeluaran Pembiayaan

7.881.150.000,00

900.963.347.048,00
912.947.347.048,00
354.166.657.081,00
330.543.626.177,00
2.500.000.000,00
14.391.400.000,00
4.852.500.000,00

879.130.904,00

1.000.000.000,00

558.780.689.967,00

27.134.717.700,00
368.584.526.552,00
163.061.445.715,00

912.947.347.048,00
(11.984.000.000,00)
11.984.000.000,00
20.000.000.000,00
20.000.000.000,00

20.000.000.000,00
8.016.000.000,00

8.381.150.000,00

789.648.668.517,00
801.632.668.517,00
355.803.040.081,00
329.278.109.177,00
2.500.000.000,00
8.093.300.000,00
4.352.500.000,00

879.130.904,00

10.700.000.000,00

445.829.628.436,00

26.320.347.700,00
314.212.350.771,00
105.296.929.965,00

801.632.668.517,00
(11.984.000.000,00)
11.984.000.000,00
20.000.000.000,00
20.000.000.000,00

20.000.000.000,00
8.016.000.000,00

500.000.000,00

(111.314.678.531,00)
(111.314.678.531,00)
1.636.383.000,00
(1.265.517.000,00)

(6.298.100.000,00)
(500.000.000,00)

9.700.000.000,00

(112.951.061.531,00)
(814.370.000,00)
(54.372.175.781,00)
(57.764.515.750,00)

(111.314.678.531,00)

6,34

(12,36)
(12,19)
0,46
(0,38)

(43,76)
(10,30)

970,00

(20,21)

(3,00)
(14,75)
(35,42)

(12,19)

6.2.2:

Penyertaan Modal ........




B

6.2.2
6.2.3
6.2.4

6,3

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Da
Pembayaran Pokok Utang
Pemberian pinjaman daerah
Jumlah Pengeluaran Pembiaya
Pembiayaan Neto
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Anggaran Berkenaan (SILPA)

5.250.000.000,00
2.766.000.000,00

8.016.000.000,00
11.984.000.000,00

5.250.000.000,00 =
2.766.000.000,00 5

8.016.000.000,00 =
11.984.000.000,00 =

WALIKOTA PAREPARE,
ttd

TAUFAN PAWE




URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI

: 1.03. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
: 1.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

LAMPIRAN VIII PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR TAHUNM 2020

TANGGAL 510 JULT 2020

Kode rekening Usian Jumlah (Rp) Bertambah (Berkurang) Penjelasan
Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan Rp. %
1 2 3 4 5 6 7
5.2. BELANJA LANGSUNG , 5 7.890.714.000,00 7.890.714.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI,
1.03.1.03.01.24. RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA 924.009‘909?0? 7 924.990.000,00
1.03.1.03.01.24.46. REHABILITASI / PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI (DAK PENUGASAN) 924.000.000,00 924.000.000,00

1.03.1.03.01.24.46.5.2.3.
1.03.1.03.01.24.46.5.2.3.62.
1.03.1.03.01.24.46.5.2.3.62.07.

1.03.1.03.01.27.
1.03.1.03.01.27.55.
1.03.1.03.01.27.55.5.2.2.21.

1.03.1.03.01.27.55.5.2.2.21.01.

1.03.1.03.01.18.

1.03.1.03.01.18.86.
1.03.1.03.01.18.86.5.2.3.
1.03.1.03.01.18.86.5.2.3.60.
1.03.1.03.01.18.86.5.2.3.60.03.

BELANJA MODAL
Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi

PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN
AIR LIMBAH
SANITASI LINGKUNGAN (DAK REGULER)

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepéda Masyérakat/ Pihak Ketiga

Béiénj‘é ﬁardhg Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat

PROGRAM REHABILITASI/ PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN

REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN (DAK REGULER)
BELANJA MODAL
Belanja modal Pengadaan Jalan

Belanja modal Pengadaan Jalan Kéﬁﬁpatén /Kota

924.000.000,00
924.000.000,00

924.000.000,00|

750.000.000,00
750.000.000,00
750.000.000,00

750.000.000,00

6.216.714.000,00

6.216.714.000,00
6.216.714.000,00
6.216.714.000,00
6.216.714.000,00

924.000.000,00
924.000.000,00

924.000.000,00

750.000.000,00
~750.000.000,00
750.000.000,00

750.000.000,00

6.216.714.000,00

6.216.714.000,00
6.216.714.000,00
6.216.714.000,00

6.216.714.000,00

01.04. PERUMAHAN RAKYAT
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: 01.04. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ORGANISASI : 01.04.01. DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Jumlah (Rp) Bertambah (Berkurang) Penjelasan
de rekeni Urai
Raps Teaing it Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan Rp. %
1 2 3 4 5 6 7
5.2.

1.04.1.04.01.15.
1.04.1.04.01.15.26.

1.04.1.04.01.15.26.5.2.1.
1.04.1.04.01.15.26.5.2.1.01.

1.04.1.04.01.15.26.5.2.1.01.01.

1.04.1.04.01.15.26.5.2.1.01.06.

1.04.1.04.01.15.26.5.2.2.
1.04.1.04.01.15.26.5.2.2.01.

1.04.1.04.01.15.26.5.2.2.01.01.

1.04.1.04.01.15.26.5.2.2.03.

1.04.1.04.01.15.26.5.2.2.03.19.

1.04.1.04.01.15.26.5.2.2.03.21.

1.04.1.04.01.15.26.5.2.2.06.

1.04.1.04.01.15.26.5.2.2.06.02.

1.04.1.04.01.15.26.5.2.2.06.03.

1.04.1.04.01.15.26.5.2.2.11.

1.04.1.04.01.15.26.5.2.2.11.02.

1.04.1.04.01.15.26.5.2.2.15.

1.04.1.04.01.15.26.5.2.2.15.02.

BELANJA LANGSUNG )
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
PENYEDIAAN ADMINISTRASI BANTUAN PENINGKATAN
KUALITAS RUMAH SWADAYA

BELANJA PEGAWAI

Honorarium PNS

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen

BELANJA BARANG DAN JASA
Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja alat tulis kantor

Belanja Jasa Kantor
Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja

Belanja Jasa Tcnagé Ahli /Instruktur/ Narasumber

Belanja Cetak dan Pehggandaan
Belanja Penggandaan

Belanja Penjilidan

Belanja Makanan dan Minuman
Belanja makanan dan minuman rapat

Belanja Perjalanan Dinas
Belanja perjalanan dinas luar daerah

149.641.000,00
149.641.000,00
149.641.000,00

32.175.000,00

32.175.000,00|

25.575.000,00
6.600.000,00
117.466.000,00

5.002.000,00
5.002.000,00

70.500.000,00|

63.000.000,00

7.500.000,00

7.964.000,00|

5.964.000,00
2.000.000,00

16.500.000,00

16.500.000,00]|

17.500.000,00
17.500.000,00

149.641.000,00
149.641.000,00
149.641.000,00

32.175.000,00
32.175.000,00
25.575.000,00
6.600.000,00
117.466.000,00
5.002.000,00
5.002.000,00

70.500.000,00
63.000.000,00

7.500.000,00

7.964.000,00
5.964.000,00

2.000.000,00

116.500.000,00
16.500.000,00

17.500.000,00
17.500.000,00

02.13. KEPEMUDAAN




URUSAN PEMERINTAHAN

: 02.13. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
: 02.13.01. DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN

ORGANISASI PARIWISATA
: ; Jumlah (Rp) Bertambah (Berkurang) Penjelasan
Kode rek:
PRSI VERIgH Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Rp. %
1 2 3 4 5 6 7

5.2.
3.02.2.13.01.16.

3.02.2.13.01.16.41.
3.02.2.13.01.16.41.5.2.3.

3.02.2.13.01.16.41.5.2.3.49.

3.02.2.13.01.16.41.5.2.3.49.3
2.

BELANJA LANGSUNG T -
PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

PENINGKATAN DESTINASI PARIWISATA (DAK)
BELANJA MODAL :
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Kerja

Belanjé modal Pengadaan Bangunan Sarana Umum dan
Sosial

1.586.200.000,00
1.586.200.000,00
1.586.200.000,00
1.586.200.000,00
1.586.200.000,00

1.586.200.000,00

1.586.200.000,00 |

1.586.200.000,00

~ 1.586.200.000,00

1.586.200.000,00
1.586.200.000,00

1.586.200.000,00

03.03

. PERTANIAN




URUSAN PEMERINTAHAN

: 03.03. PERTANIAN

ORGANISASI : 03.03.01. DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
: ] Jumlah (Rp) Bertambah (Berkurang) Penjelasan
Kode rek
SRSTng Ytean Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Rp. %
1 2 3 4 5 6 Z

5.2.
3.01.3.03.01.27.
3.01.3.03.01.27.09.

3.01.3.03.01.27.09.5.2.2.21.

3.01.3.03.01.27.09.5.2.2.21.01.

BELANJA LANGSUNG

PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PEMBERDAYAAN

_|USAHA NELAYAN SKALA KECIL (DAK)

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat

1.044.971.000,00
1.044.971.000,00
1.044.971.000,00

1.044.971.000,00

1.044.971.000,00 |

1.044.971.000,00

1.044.971.000,00

1.044.971.000,00

1.044.971.000,00

1.044.971.000,00

04.02, PPKD .cicuiisimeavessoiosiossssvassnssion




URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI

: 04.02. KEUANGAN
: 04.02.00. PPKD

Kode rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

Bertambah (Berkurang)

Penjelasan

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Rp. Y%

1

2

4

5,00 6

Sil:

4.02.4.02.00.00.00.5.1.5.

4.02.4.02.00.00.00.5.1.5.03.
4.02.4.02.00.00.00.5.1.5.03.02.

BELANJA TIDAK LANGSUNG

BELANJA BANTUAN SOSIAL

BELANJA BARANG DAN JASA

Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat

[ 2.852.500.000,00
~ 2.852.500.000,00
2.852.500.000,00

2.852.500.000,00

2.852.500.000,00 |
2.852.500.000,00 |
2.852.500.000,00

2.852.500.000,00

WALIKOTA PAREPARE,
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